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SALINAN

GUBERNUR PAPUA TENGAH
PERATURAN GUBERNUR PAPUA TENGAH

NOMOR 44 TAHUN 2024
TENTANG

PERUBAHAN KELIMA ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 4 TAHUN 2024
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

PROVINSI PAPUA TENGAH TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PAPUA TENGAH,

Menimbang a bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 118
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah bagian Penyusunan dan
Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah bagi
Daerah yang Belum Memiliki Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah, Kepala Daerah menyampaikan Rancangan
Peraturan Kepala Daerah tentang APBD kepada Menteri
untuk memperoleh pengesahan sebelum ditetapkan
menjadi Perkada oleh Kepala Daerah;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Gubernur tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan
Gubernur Nomor 4 Tahun 2024 tentang Anpgaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Papua Tengah
Tahun Anggaran 2024;

Mengingat Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 2l Tahun 2OOl tentang
Otonomi Khusus Bagi Propinsi Papua (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2O2l tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun
20O1 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua
(Lembaran Negara Republik Indone$ia Tahun 2021 Nomor
155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6697);

b
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3 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4286), sebagaimana telah diubah dengan
Undang Undang Nomor 2 Tahun 2O2O tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor
1 Tahun 2O2O tentang Kebijakan Keuangan Negara dan
Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi
Corona Virus Disease 2Ol9 (Covid- 19) dan/atau Dalam
Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan
Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem
Keuangan Menjadi Undang Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 6516);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2OO4 tentang
Perbendaharaan Negara (l,embaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagairnana
telah diubah dengan Undang Undang Nomor 2 Tahun
2O2O tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan
Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk
Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-
19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang
Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau
Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
134, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6516);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (l,embaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Iembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 20ll tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234), sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir
dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2Q22 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 12 Tahun
20ll tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan (Lembaral Negara Republik Indonesia Tahun
2012 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6801);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2OL4 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2O14 Nomor 244, Tarrr}ahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor
2 Tahun 2O22 tentang Cipta Ke4'a menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2O23 Nomor 41, Tambahan lembaran Negara Nomor
68s6);
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8. Undang-Undang Nomor I Tahun 2022 tentangHubungan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan pemerintah
Daerah (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun
2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6757);

9. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang
Pembentukan Provinsi Papua Tengah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 158, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 68O4);

1O. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
20O0 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4028);

1 1 . Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2OO5 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48,
Tambahan [rmbaral Negara Republik Indonesia Nomor
45021 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan
atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
s34O);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang
Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembarart
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
497 2l sebagaimana telah diubah beberapaka-Ii terakhir
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada
Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6177);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan
l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2Ol7 lentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

15. Peratural Pemerintah..... / 4
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15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak
Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Pemerinta_h Nomor 1

Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan
Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan
dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6847);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang
Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai
Wakil Pemerintah Pusat (kmbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 1O9, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6224);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tal:l:bahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2019 tentang
Laporan dan Eva-luasi Petnyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6323);

19. Peratural Pemerintah Nomor 106 Tahun 2O2L ter.tang
Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan
Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 238, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6730);

20. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2O2l tentang
Penerimaan, Pengelolaan, Pengawasan dan Rencana
Induk Percepatan Pembangunan Dalam Rangka
Pelaksanaan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 239,
Tamba-han Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
673r1;

21. Peratural Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang
Pengelolaan Transfer Ke Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);

22. Peral:tran Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Talrun 2012
tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 20 12
Nomor 754);

23. Peraturan Menteri.....15
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23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036),
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2Ol8
tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk
Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2018 Nomor 157);

24. Peratwran Menteri dalam Negeri Nomor 62 Tah:un 2077
tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah
serta Pelaksanaan dan Pertanggungiawaban Dana
Operaional (Berita Negara Republik Indonesia Ta,hun 20 17
Nomor 1067);

25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019
tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019
tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahur, 2O2O
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
178 i);

28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Beita Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 799);

29. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 7 6|PMK.O7 12022
tentang Pengelolaan Penerimaan Dalam Rangka Otonomi
Khusus (Berita Negara Republik Indonesia Tatt:urr 2022
Nomor 41), sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor
I8|PMK.OT /2023 tentang Perubahan atas Peraturan
Menteri Keuangan Nomor 76|PMK.O7 12022 tentang
Pengelolaan Penerimaan Dalam Rangka Otonomi Khusus
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2O23 Nomor
1e7l;

30. Peraturan Gubernur Papua Tengah Nomor 33 Tahun 2023
tentang Rencala Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Papua
Tengah Tahun 2024 (Berita Daerah Provinsi Papua Tengah
Tahun 2023 Nomor 33);

31. Peraturan Gubernur Papua Tengah Nomor 4 Tahun 2024
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Provinsi Papua Tengah Tahun Anggaran 2024;

MEMUTUSI(AN:

PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN KELIMA
ATAS PERATURAN GUBERNUR PAPUA TENGAH NOMOR 4
TAHUN 2024 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH PROVINSI PAPUA TENGAH TAHUN
ANGGARAN 2024.

Menetapkan

Pasa.l I...../6
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Pasal I
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Nomor 4 tahun
2Q24 lentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Provinsi Papua Tengah Tahun Anggaran 2024 (Beita Daerah
Provinsi Papua Tengah Tahun 2024 Nomor 4), sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan
Gubernur Nomor 24 tahun 2024 tentang Perubahan Keempat
Atas Peraturan Gubernur Nomor 4 Tahun 2024 Tentatg
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Papua
Tengah Tahun Anggaran 2024 (B,erita Daerah Provinsi Papua
Tengah Tahun 2024 Nomor 24), diubah sebagai berikut:

1 Ketentuan Pasal
berikut:

2 diubah sehingga berbunyi sebagai

Pasal 2
Anggaran Pendapatan Daerah tahun anggaran 2024 semula
sebesar Rp 4.3 i8.215.566.177,OO berkurang sebesar
(Rp131.856.009.848,30) sehingga menjadi
Rp 4. 1 86.359. 556. 328, 70, dengan rincian sebagai berikut:
a. Pendapatan Asli Daerah;

1) Semula Rp 536.032.229.926,00
2) Bertambah Rp 52.219.830.083,70
Jumlah Pendapatan Asli Rp 588.252.060.009,70
Daerah Setelah Perubahal

b. PendapatanTransfer;
1) Semula Rp 2.704.261.413.000,00
2l Bertambah Rp 54.990.366.000,00
Jumlah PendapatanTransfer Rp 2.759.251.779.0O0,OO
Setelah Perubahan

c. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah;
1) Semula Rp 1.077.921.923.251,00
2l Berkurang Rp 239.066.205.932,00
Jumlah Lain-lain Rp 838.855.717.319,00
Pendapatan Daerah Yang
Sah Setelah Perubahan

Di antara Pasal 2 dan Pasal 3 disisipkan 5 (lima) pasal,
yakni Pasal 2A, Pasa1 28, Pasal 2C, Pasal 2D, dan Pasal
2F, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2A
(1) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 2 huruf a semula sebesar Rp 536.032.229.926,00
bertambah sebesar Rp 52.219.830.083,70 sehingga
menjadi Rp 588.252.060.009,70, terdiri dari:
a. Pajak Daerah;

1) Semula Rp 528.451.996.209,00
2l Bertambah Rp 39.208.320.082,00
Jumlah Pajak Daerah Rp 567.66O.316.291,00
Setelah Perubahan

b. Retribusi Daerah;
1) Semula Rp 2.000.0OO,OO
2) Bertambah/Berkurang Rp 0,00
Jumlah Retribusi Daerah Rp 2.000.000,00
Setelah Perubahan

2
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c. Lain-lain PAD Yang Sah.
i) Semula Rp 7.578.233.2|T,OO
2l Bertambah/ Rp r3.013.S10.001,70

Berkurang
Jumlah Lain-lain PAD Rp 20.591.743.218,70
Yang Sah Setelah
Perubahan

(21 Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud da_lam Pasal
2 huruf b semula sebesar Rp 2.704.261.413.000,00
bertambah sebesar Rp 54.990.366.000,00 sehingga
menjadi Rp 2. 759.2 5 1 .7 7 9.OOO,OO, terdiri dari:
a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat;

1) Semula Rp 2.704.261.413.000,00
2l Bertambah Rp 54.990.366.000,00
JumlahPendapatan Rp 2.759.251.779.000,00
Transfer Pemerintah
Pusat Setelah
Peruba-1.an

b. Pendapatan Transfer Antar Daerah.
1) Semula Rp 0,00
2l Bertambah/ Rp 0,O0

Berkurang
Jumlah Pendapatan Rp 0,O0
Transfer Antar Daerah
Setelah Perubahan

(3) Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2 huruf c semula sebesar
Rpl .O77 .921.923.251,OO berkurang sebesar
(Rp239.066.205.932,00) sehingga menjadi
Rp838.855.7 1 7.3 19,00, yaitu Pendapatan Hibah
U Semula Rp 1.077.921.923.251,00
2l Berkurang Rp 239.066.205.932,00
Jumlah Pendapatan Rp 838.855.717.319,00
Transfer Antar Daerah
Setelah Perubahan

Pasal 2El
Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 semula
sebesar Rp4.820.033.558.744,0O berkurang sebesar
fip18. 123.920.378,69) menjadi sebesar
Rp4.80 1.909.638.365,3 1, yang terdiri atas:
a. Belanja Operasi;

1) Semula Rp 2.482.168.966.591,00
2l Bertambah Rp 467.630.652.829,70
JumlahBelanjaOperasi Rp 2.949.799.619.420,70
Setelah Perubahan

b. Belanja Modal;
Semula Rp 1.802.152.737.224,00
Berkurang Rp 410.213.025.694,00
JumlahBelanjaModa-l Rp 1.391.939.711.530,OO
Setelah Perubahan

c. Belanja Tidak Terduga;
1) Semula Rp 153.211.401.623,00
2l Berkurang Rp 94.209.546.494,39
Jumlah Belanja Tidak Rp 59.001.855.128,61
Terduga Setelah Perubahan

d. Belanja...../8
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d Belanja Transfer.
l) Semula
2l Bertambah
Jumlah Belanja Transfer
Setelah Perubahan

382.500.453.306,00
18.667.998.980,00

401 .L68.452 .286 ,OO

Rp
Rp
Rp

Pasal 2C
(i) Anggaran Belanja Operasi sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 4 huruf a semula sebesar Rp2.4a2.168.966.591,00
bertambah sebesar Rp467.630.652.A29,7O menjadi
sebesar Rp2.9 49 .7 99 .6 19 . 42O,7 O, yang terdiri atas:
a. Belanja Pegawai;

1) Semula Rp 372.436.870.577,00
2l Berkurang Rp 76.642.365.671,30
Jumlah Belanja Pegawai Rp 295.794.504.905,70
Setelah Perubahan

b. Belanja Barang dan Jasa;
1) Semula Rp 1.746.645.048.021,00
2l Bertambah Rp 395.389.063.268,00
Jumlah Belanja Barang Rp 2.142.O34.75L.289,OO
dan Jasa Setelah
Perubahan

c. Belanja Bunga;
1) Semula Rp 0,0O
2l Bertambah/ Rp 0,00

Berkurang
Jumlah Belanja Bunga Rp 0,00
Setelah Perubahan

d. Belanja Subsidi;
1) Semula Rp 0,00
2) Bertambah Rp 787.181.115,00
Jumlah Belanja Subsidi Rp 787.181.f 15,00
Setelah Perubahan

e. Belanja Hibah;
1) Semula Rp 224.851.OO7.842,OO
2) Bertambah Rp 73.592.644.958,00
Jumlah Belanja Hibah Rp 302.443.652.800,00
Setelah Perubahan

f. Belanja Bantuan Sosial.
1) Semula Rp 134.236.000.151,00
2l Bertambah Rp 74.5O4.L29.16O,OO
Jumlah Belanja Bantuan Rp 2O8.74O.129.311,00
Sosial Setelah Perubahan

(21 Anggaran Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 4 huruf b semula sebesar Rp1.802.152.737.224,OO
berkurang sebesar (Rp410.213.025.694,00) menjadi
sebesar Rp 1.39 1.939.7 1 1 . 530,00, yang terdiri atas:
a. Belanja Modal Tanah;

1) Semula Rp 27.9O4.3|7.OOO,OO
2l Bertambah Rp 24.733.412.600,00
Jumlah Belanja Modal Rp 52.638.129.600,00
Tanah Setelah Perubahan

b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin;
1) Semula Rp 169.889.103.154,00
2l Bertambah Rp 110.396.203.776,00

Jumlah...../9



9-

Jumlah Belanja Modal Rp 280.285.306.930,00
Peralatal dan Mesin
Setelah Perubahan

c. Belanja Modal Gedung dal Bangunan;
1) Semula Rp 906.342.896.054,00
2l Berkurang Rp 639.939.530.286,00
Jumlah Belanja Modal Rp 266.403.365.768,00
Gedung dan Bangunan
Setelah Perubahan

d. Belanja Moda-l Jalan, Jaringan dan Irigasi;
1) Semula Rp 693.419.421.016,00
2l Bertambah Rp 91.746.4a8.216,OO
Jumlah Belanja Modal Rp 785.165.909.232,00
Jalan, Jaringan dan
Irigasi Setelah Perubahan

e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya; dan
l) Semula Rp 950.000.000,00
2l Bertambah Rp 800.000.000,00
Jumlah Belanja Modal Rp 1.750.000.000,00
Aset Tetap Lainnya
Setelah Perubahan

f. Belanja Modal Aset Lainnya
1) Semula Rp 3.647.000.000,00
2l Bertambah Rp 2.050.000.000,00
Jumlah Belanja Modal Rp 5.697.000.000,00
Aset Lainnya Setelah
Perubahan

(3) Anggaran Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 4 huruf c semula sebesar
Rp153.211.401.623,00 berkuralg sebesar
(Rp94.209.5a6.494,391 menjadi sebesar
Rp59.0O 1.855 . 128,61, terdiri atas:
1) Semula Rp 153.21 1.401.623,00
2) Berkurang Rp 94.209.546.494,39
Jumlah Belanja Tidak Terduga Rp 59.001.855.128,61
Setelah Perubahan

(4) Anggaran Belanja Transfer sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 4 huruf d semula sebesar Rp382.500.453.306,00
bertambah sebesar Rp 1 8. 667.998.980,00 menjadi sebesar
Rp40 1. r 68.452.286,OO, terdiri dari:
a. Belanja Bagi Hasil;

1) Semula Rp 322.500.453.306,00
2l Bertambah Rp 18.667.998.980,00
Jumlah Belanja Bagi Hasil Rp 341.168.452.246,00
Setelah Perubahan

b. Belanja Bantuan Keuangan.
1) Semula Rp 60.000.000.000,00
2) Bertambah/ Rp O,O0

Berkurang
Jumlah Belanja Bantuan Rp 60.000.000.000,00
Keuangan Setelah
Perubahan

Pasal 2D...../ 10
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Pasal 2D
Anggaran Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2024 terdii
dari:
a. Penerimaan Pembiayaan; dan
b. Pengeluaran Pembiayaan.

Pasal 2F
(1) Anggaran Penerimaan Pembiayaan Daerah sebagaimana

dimaksud pada Pasal 6 ayat (1) semua sebesar
Rp501.817.992.567,OO bertambah sebesar
Rp113.732.089.469,61 menjadi sebesar
Rp615.550.082.036,6L, merupakan Sisa l,ebih
Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya sebesar
Rp6 1 5.550.082.036,61.

(21 Anggaran Pengeluaran Pembiayaan Daerah sebagaimana
dimaksud pada Pasal 6 ayat (21 tidak mengalami
perubahan dengan jumlah sebesar RpO,OO.

3 Ketentuan Pasal
berikut:

14 diubah sehingga berbunyi sebagai

Pasal 14
Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam
Lampiran yang merupakan bagral tidak terpisahkan dari
Peraturan Daerah ini, meliputi:
1. Lampiran I : Ringkasan APBD Perubahan Yang

diklasifikasi Menurut Kelompok,
Jenis Pendapatan, Belanja, dan
Pembiayaan;

2. Lampiran II : Ringkasan APBD Menurut Urusan
Pemerintatran Daerah dan
Organisasi;

3. Lampiran III : Rincian APBD Menurut Urusan
Pemerintahan Daerah, Organisasi,
Program, Kegiatan, Sub Kegiatan,
Kelompok, Jenis Pendapatan,
Belanja dan Pembiayaan;

4. Lampiran IV : Rekapitulasi Belanja Menurut
Urusan Pemerintahan Daerah,
Organisasi, Program, Kegiatan darl
Sub Kegiatan beserta Sub
Keluaran;

5. Lampiran V : Rekapitulasi Belanja Daerah Untuk
Keselarasan dan Keterpaduan
Urusan Pemerintahan Daerah dan
Fungsi Dalam Kerangka
Pengelolaal Keuangan Negara;

6. Lampiran VI : Rekapitulasi Belanja untuk
Pemenuhan SPM;

7. Lampiran VII : Sinkronisasi Program Pada
RPJMD/RPD dengan Rancangan
APBD;

8. Lampiran VIIL...../ll
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8. Lampiran VIII

9. Lampiran IX

1O. Lampiran X

11. Lampiran XI
12. Lampiran XII

13. Lampiran XIII

14. Lampiran XIV

15. Lampiran XV
16. Lampiran XVI
17. Lampiran XVII

18. Lampiran XVIIa

19. Lampiran XVIIb

20. Lampiran XVIIIa

21. Lampiran XVIIIb

22. Lampiran XIX

23. Lampiran XIXa

: Sinkronisasi Program, Kegiatan
dan Sub Kegiatan Pada RKPD dan
PPAS dengan Rancangan
Peraturan Daerah tentang APBD;

: Sinkronisasi Program Prioritas
Nasional dengan Program Prioritas
Daerah;

: Daftar Jumlah Pegawai Per
Golongan dan Per Jabatan;

: Daftar Piutang Daerah;
: Daftar Penyertaan Modal Daerah

Dan Investasi Daerah Lainnya;
: Daftar Perkiraan Penambahan dan

Pengurangan Aset Tetap Daerah
dan Aset Lain-Lain;

: Daftar Sub Kegiatan Tahun
Anggaran Sebelumnya Yang Belum
Diselesaikan dan Dianggarkan
Kembali Dalam Tahun Anggaran
Yang D irencanakan;

: Daftar Dana Cadangan Daerah;
: Daftar Pinjaman Daerah;
: Da-ftar Nama Penerima, Alamat

Dan Besaran Alokasi Hibah Yang
Diterima Serta SKPD Pemberi
Hibah;

: Alokasi Bantuan Sosial Berupa
Uang Yang Diterima Serta OPD
Pemberi Bantuan Sosial;

: Daftar Nama Penerima, Alamat dan
Besaran Alokasi Bantuan Sosial
Berupa Barang Yang Diterima
Serta OPD Pemberi Bantuan Sosial;

: Alokasi Bantuan Sosial Berupa
Uang Yang Diterima Serta OPD
Pemberi Bantuan Sosial

: Daftar Nama Penerima, Alamat dan
Besaran Alokasi Bantuan Sosial
Berupa Barang Yang Diterima
Serta OPD Pemberi Bantuan Sosial;

: DaJtar Nama Penerima, Alamat dan
Besaran Alokasi Hibah Berupa
Barang Yang Diterima Serta OPD
Pemberi Hibah;

: Daftar Nama Penerima, Alamat dan
Besaran Bantuan Keuangan
Bersifat Umum Yang Diterima
Serta OPD Pemberi Bantuan
Keuangan;

: Daftar Nama Penerima, Alamat dan
Besaran Bantuan Keuangan
Bersifat Khusus Yang Diterima
Serta OPD Pemberi Bantuan
Keuangan;

25. Lampiran XXa..... / 12

24. Lampiran XIXb
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25. Lampiran XXa

27. Lampiran XXc

28. Lampiran XXI

29. Lampiran XXII

30. Lampiran XXIII

31. Lampiran XXIV

Daftar Nama Penerima, Alamat dan
Besaran Belanja Bagi Hasil Pajak
Daerah Kepada Pemerintah
Kabupaten;
Daftar Nama Penerima, Alamat dan
Besaran Belanja Bagi Hasil Pajak
Daerah Kepada Pemerintah
Kabupaten;
Daftar Nama Penerima, Alamat Dan
Besaran Belanja Bagi Hasil Pajak
Daerah Kepada Pemerintah
Kampung;
Rincian Dana Otonomi Khusus
Menurut Urusan Pemerintahan
Daerah, Organisasi, Program,
Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok,
Jenis, Objek, Rincian Objek dan
Sub Rincian Objek Pendapatan,
Belanja dan Pembiayaan;
Rincian DBH-SDA Pertambangan
Minyak Bumi dan Pertambangan
Gas Alam/Tambahan DBH-Minyak
Dan Gas Bumi*) Menurut Urusan
Pemerintahan Provinsi, Organisasi,
Program, Kegiatan, Sub Kegiatan,
Kelompok, Jenis, Obyek, Rincian
Objek, Sub Rincian Objek,
Pendapatan, Belanja dan
Pembiayaan;
Rincian Dana Tambahan
Infrastuktur Menurut Urusan
Pemerintahan Daerah, Organisasi,
Program, Kegiatan, Sub Kegiatan,
Kelompok, Jenis, Objek, Rincian
Objek dan Sub Rincian Objek
Pendapatan, Belanja dan
Pembiayaan; dal
Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah
Provinsi Dalam Rancangan
Peraturan Daerah Tentang APBD
dan Rancangan Peraturan Kepala
Daerah Tentang Penjabaran APBD
Dengan Program Prioritas
Perbatasan Negara.

Pasal II...../ l3

26. Lampiran )O(b
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Peraturan Gubernur
diundangkan.

Pasal II
ini mulai berlaku pada tanggal

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Provinsi Papua Tengah.

Ditetapkan di NabAe
pada tanggal 30 Oktober 2024

q. GUBERNUR PAPUA TENGAH,

CAP/TTD

AN\MAR HARUN DAMANIK

Diundangkan di Nabire
pada tanggal 3O Oktober 2024

q. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI PAPUA TENGAH,

CAP/TTD

FRBTS JAMES BORAY

BERITA DAERAH PROVINSI PAPUA TENGAH TAHUN 2024 NOMOR 44

Salinan sesuai dengan aslinya
B HUKUM

YULIUS MANURUNG, SH., M.H.
NrP 1 9760608200212 LOO2



LAMPIRAN I
PERATURAN GUBERNUR PAPUA TENGAH
NOMOR 44 TAHUN 2024
TENTANG
PERUBAHAN KELIMA ATAS PERATURAN GUBERNUR PAPUA
TENGAH NOMOR 4 TAHUN 2024 TENTANG ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI PAPUA TENGAH
TAHUN ANGGARAN 2024

RINGKASAN APBD PERUBAHAN YANG DIKLASIFIKASI MENURUT
KELOMPOK, JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

KODE

JUMI-AH (Rp)

BERKURANG/BERTAMBAH
SEBELUM (Rp) SESUDAH (Rp)

1 2 3 4

4 PENDAPATAN DAERAH

4.I PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) s36.032.229.926,OO 588.252.060.009,70 52.219.830.083,70

4.1.01 Paiak Daemh 528.451 .996 .209 ,OO 567.660.3t 6.291,00 39.208.320.082,00

4.t.o2 Retribusi Daerai 2.O00.000,o0 0,00 ,2.000.000,00

4. t.o4 LainJain PAD yang Seh 7.57a.233.717,OO 20 .591 .7 43.7 1A,70 13.013.510.001,70

PENDAPATAN TRANSFER 2.704.261.413.O0O,OO 2 .7 59 .251 .779 .OOO ,OO 54.990.366.000,00

4.2.O1 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat 2.704.261.413.@O,OO 2.759.251.779.OOO,OO s4.990.366.000,O0

4.3 TAIN.LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH | .o77.921 .923.251,OO 838.855.717.319,00 -239.06,6.205.932,OO

4.3.01 Pendapatan HibaI LO77.921.923.251,OO 838.855.717.319,00 -239.066.205.932,OO

Jumlah Pendapatan 4.3t8.21.5. 6.177,OO 4. 186.359.556.328,70 - 131.856.O09.848,30

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI 2.4a2.16a.966.591 ,OO 2 .949 .799 .619 .420 ,70 467.630.652.429,70

5. 1.01 Belania Pegawai 372.436.870.577,OO 295.794.504.905,70 -7 6 .642.365 .67 1 ,30

5.1.02 Belania Barang dan Jasa 1.746.645.088.021,O0 2.142.O34.151.2a9,OO 395.389.063.268,00

5.1.04 Belania Subsidi o,oo 787.181.115,00 787.18r.1 r5,O0

5.1.05 Belania Hibah 224.851.OO7 .a42,OO 302.443.652.800,00 73.592.644.958,00

5.1.06 Belania Bantuan Sosial 134.236.O00.151 ,00 208.7 40 .129 .31 1 ,OO 74.504.129. r60,00

5.2 BELANJA MODAL 1 .802.t52.737.224,OO 1.391.939.71 1.530,00 -410 .213 .O25 .694 ,OO

URAIAN



_o

5.2.01 Belania Modal Tanal 27 .904.317.0OO,OO 52.638.129.600,00 24.733.412.600,O0

s.2.o2 Belania Modal Peralatan dan Meain 169.a89.103.154,00 280.28s.306.930,OO I ro.396 .203.77 6,OO

5.2.03 Belania Modal Gedung dan Bangunan 906.342.896.054,00 266.403.365,768,00 -639.939.530.286,00

5.2.O4 Belania Modal Jalan, Jarinsan, dan IriEasi 693.419.421.O16,00 785.165.909.232,00 91.746.4aA.2t6,OO

5.2.05 Belartia Modal Aset Tetap Lainnya 950.000.000,00 l 750.000.000,00 400.000.000,o0

5.2.06 Belania Modal Aset lainnya 3.647.O00.000,oo 5.697.000.OOO,O0 2.050.000.000,00

BELANJA TIDAK TERDUGA 153.21 1.401.623,00 59.001.855.128,61 -94.209.546.494,39

5.3.01 Belania Tidak Terdum 153.2 t 1.401.623,00 59.00 r.855.12a,61 -94.209.546.494,39

5.4 BELANJA TRANSFER 382.500.453.306,OO 401.168.452.286,00 14.667.998_980,00

5.4.01 Belania BaEi Hasil 322.500.453.306,00 341.164.452.246,OO 18.667.994.980,O0

5.4.O2 Belania Bentuan Keuangart 60.000.o00.000,00 60.o00.000.ooo,00 0,o0

Jum)ah Elelania 4.820.033.558.744,00 4.783.241.639.385,31 - | 4.123.920 .37 4,69

Total Sumlus/(De,i€it) -501.817.992.567,00 -615.550.O42.036,61 - 1 13.732.089.469.61

6 PEMBIAYAAN DAERAH

PENERIMAAN PEMBIAYAAN s01.817.992.567,00 615.550.082.036,61 l r 3.732.089.469,61

6, l 01 Sisa trbih Perhitunsan AngJqaran Tahun Sebelumnya s01 .817.992.567,00 615.550.082.036.61 I 13.732.089.469,61

Julllah Pengeluaran PembiaYaan 0,00 0,00 0,00

Pembiayaan Netto 501.At7 .992.567 ,OO 61s.s50.082.036,61 | 13.7 32.O89 .469 ,61

6.3 Sisa L.bih Pembiaj€an Anggaran Daerah Tahun B.rkcnaan
ISILPA)

0,00 0,oo 0,00

PJ. GUBERNUR PAPUA TENGAH,

cAP/TTD

ANWAR HARUN DAMANIK

Salinan sesuai dengan aslinya
HUKUM,

YULIUS MANURUNG, SH., M.H.
NrP 19760608200212LOO2



LAMPIRAN II
PERATURAN GUBERNUR PAPUA TENGAH
NOMOR 44 TAHUN 2024
TENTANG
PERUBAHAN KELIMA ATAS PERATURAN GUBERNUR PAPUA
TENGAH NOMOR 4 TAHUN 2024 TENTANG ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI PAPUATENGAH
TAHUN ANGGARAN 2024

RINGKASAN APBD YANG DIKLASIFIKASIKAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
DAN ORGANISASI TAHUN ANGGARAN 2024

KODE URUSAN PEIVIER NTAH DAERAH

tsELANJA

JUMLAH SEBELUM JUMLAH SESUOAH
EERTAM&AT/
BERKURANG

SEBELUM SESUDAH SESUDAII SEBELUM SESUDAH SEBELUM SESLIDA}I SEBELUM SESUDAH

l

fuRUsAN

lwe.-rra YANo
BERKAJTAN
IDENoAN
lpetaverer,r orsan

0,0( 0,0( 974.L',t 7.349.24t,
m

| .223.367 .690.7la
OC

926 429 t* tO4, 9o0.623j03,74 t ,
00

0,0c 0,04 000 0.()c 1.900.5,16.SO5.345,
0c

2.t23.991 .@4,459
0{

223.444.sA9. I t4,
0(

I 02
luRrisAN
leevenrnrexen
tsIDAXO
kESETATAN

0,m 0,o( 246.223.3tt.r40.
00

246.223.31),140,
0(

8.833.543 600,
00

8.833.543 600,
00

0,00 o,oc 0,00 0,m 0,(xl o,m 0,o(l

I 02 ] 02.2.14 0.00.0
2 0000

bINAS KESEHATAN,

lpr:ruououx o,tt
lxeu,rance
benrxcere

0.m 0,0c 236.1s3 086 040. 255.830 362.954, 8.833.543.600,
0c

9 430.797.936,
oc

0,00 o,m 0,oc 0,00 244.9E5.629.640,
@

265 261.160.490,
m

20.274.531 .2W,
00

)
It RUSAN

lwnrs vAxctroax
henxerterl
loerorr.r
her.tyenrr oesen

0,00 o,oc r .167 .@7 .747 ,
oo

267.702.040, 136,
oc

274.124 ,679.62',t ,

0c
290.928.496.005,

00
0,00 0,00 0,m 0,00 470.292.4a7 .368

OC

554.630.576.141,
00

aE33a.088.773,
00

l 1l
IURUSAN
lpeuerulrrauer

lperrarattat'r

0,00 36.r08.3s7.773,
0(

6.104.357 773
o(

24 ,584,134 909,
0(

24,584.134909,
0(

0,0c 0,0c 0,0c 0,oc 0,oc o,0(

2 ll
2. t 1.3.24.2.10,0
8.0000 lu ncxu lrcal

FflDUP,

henunrttar

000 o,(xl gfl).000.000,
oc

900.000.000,
00

100 000 000,
00

r 00 000.000,
00

o,0c 1.000.000.000,
00

t.000.o00.000,
00

o,0l

SEBELUM
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